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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGEL0LAAN KEKAYAAN 

DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA

4.1.3.02.

Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah 

(deviden) atas penyertaaan Modal pada BUMD - LRA

4.1.3.02.01 Bank Jabar Banten - LRA

            3,845,363,323.00             3,845,363,323.00 

      100.00 

           3,645,279,378.00 

         5.49 

4.1.3.02.02 PD BPR/ BKPD/ LPK - LRA

               341,702,720.00                341,702,720.00 

      100.00 

              298,596,328.00 

       14.44 

JUMLAH             4,187,066,043.00             4,187,066,043.00       100.00            3,943,875,706.00          6.17 
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

4.1.4.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - 

LRA

4.1.4.01. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA

657,659,100.00 

379,839,647.00 

        57.76 

366,386,850.00 

          3.67 

4.1.4.02

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak 

Dipisahkan

-

 - 

3,032,570,965.00 

             -   

4.1.4.03.

  Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 339,480,000.00 

528,180,040.00 

      155.59 

403,838,360.00 

        30.79 

4.1.4.04.

Hasil Kerja Sama Daerah 4,000,000,000.00 

5,075,032,486.00 

      126.88 

5,464,179,305.00 

             -   

4.1.4.05. Penerimaan Jasa Giro - LRA

3,401,444,000.00 

2,781,929,826.00 

        81.79 

2,190,981,895.00 

        26.97 

4.1.4.07. Pendapatan Bunga Deposito - LRA

3,850,000,000.00 

194,133,886.00 

          5.04 

196,808,630.00 

        (1.36)

4.1.4.08. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA

25,000,000.00 

13,681,578.00 

        54.73 

4,971,820.00 

      175.18 

4.1.4.11.

Pendapatan demda atas keterlambatan pelaksaan 

pekerjaan

163,277,151.00  -

             -   

-

#DIV/0!

4.1.4.12. Pendapatan Denda Pajak - LRA

68,326,595.00 

179,506,121.00 

      262.72 

83,704,257.00 

      114.45 

4.1.4.13. Pendapatan Dendaretribusi - LRA

10,520,000.00 

3,000,000.00 

        28.52 

3,000,000.00 

             -   

4.1.4.14. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan  - LRA

-

             -   

266,598,273.00 

    (100.00)

4.1.4.15. Pendapatan dari Pengembalian - LRA

5,014,767,163.00 

5,727,646,506.00 

      114.22 

2,168,489,685.00 

      164.13 

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LRA

93,000,000,000.00 

93,619,578,488.00 

      100.67 

137,576,896,815.00 

      (31.95)

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Kab. Ciamis - LRA

           71,368,936,168.00 

70,570,864,416.00 

        98.88 

            57,028,640,674.00 

        23.75 

4.1.4.19. Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir - LRA

32,591,367.00 

36,125,757.00 

      110.84 

11,434,644.00 

      215.93 

JUMLAH          181,932,001,544.00             179,109,518,751.00         98.45           208,798,502,173.00       (14.22)


	BAB  I
PENDAHULUAN


[image: image4.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA 2,450,171,660,359.00                    2,384,620,827,327.00              97.32         2,268,434,070,783.00                    5.12          

4.2.01. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA 2,099,164,751,084.00                    2,038,588,959,177.00              97.11         1,930,829,550,008.00                    5.58          

4.2.01.01 Dana Perimbangan 1,802,589,862,084.00                    1,742,014,092,177.00              96.64         1,638,125,327,008.00                    6.34          

4.2.01.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

75,039,744,084.00  82,431,781,875.00 

109.85     

                      104,229,959,811.00 

(20.91)      

4.2.01.01.02.

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

1,099,393,370,000.00  1,093,603,612,431.00 

99.47        

                  1,099,393,370,000.00 

(0.53)         

4.2.01.01.03.

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

176,784,714,000.00  171,261,068,311.00 

96.88        

                      106,912,492,776.00 

60.19        

4.2.01.01.04.

Dana Alokasi Khusus (DAK)  Non Fisik- LRA

451,372,034,000.00  394,717,629,560.00 

87.45        

                      327,589,504,421.00 

20.49        

4.2.02. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

LAINNYA-LRA

296,574,889,000.00                       296,574,867,000.00                 100.00      292,704,223,000.00                       1.32          

4.2.02.02.

Dana Intensif Daerah - LRA

26,072,601,000.00  26,072,601,000.00 

100.00     

                        29,260,265,000.00 

(10.89)      

4.2.02.05.

Dana Desa - LRA

270,502,288,000.00  270,502,266,000.00 

100.00     

                      263,443,958,000.00 

2.68          

4.2.03.

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-

LRA

351,006,909,275.00                       346,031,868,150.00                 98.58         337,604,520,775.00                       2.50          

4.2.03.01.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

146,532,976,032.00  145,572,569,507.00 

99.34        

                      124,371,911,065.00 

17.05        

4.2.03.02. Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Provinsi 

Lainnya - LRA

204,473,933,243.00  200,459,298,643.00 

98.04        

                      213,232,609,710.00 

(5.99)         

JUMLAH 2,450,171,660,359.00                    2,384,620,827,327.00              97.32         2,268,434,070,783.00                    5.12          

1.1.
MAKSUD DAN TUJUAN PE   NYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi menuju terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, responsif dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam arti tertib, efisien, efektif dan terkendali sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dan tercipta akuntabilitas terhadap publik, maka pemerintah dituntut untuk berkomitmen dan mengoptimalkan membangun segenap komponen pemerintahan agar terwujud pola hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha dan pelayanan pada masyarakat yang merupakan domain utama pemerintahan sehingga akan menumbuhkan aktivitas usaha yang lebih baik dan maju. 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu memiliki program dan kegiatan yang mencerminkan upaya tersebut.
Kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 sebagaimana telah Menjadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi :
· Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan  Desember 2023;
· Neraca Per 31 Desember 2023;
· Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023;

· Laporan Perubahan Ekuitas 
· Catatan Atas Laporan Keuangan.
Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :
a. Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

b. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

c. Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat.

d. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

e. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
f. Mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi  yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, dengan :
a. Menyedikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas ;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
e. Menyediakan informasi mengenai cara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan; dan

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah:
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelola Keuangan Negara.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

i) Peraturan Daerah No 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

j) Peraturan Bupati Non 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

k) Perauran Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Atas Perubahan Bupati ciamis Nomor 10 tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

l) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2023 

m) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 3 Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

n) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

o) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke lima atas peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

Barat nomor 71 tahun 2018 tanggal 23 Okt
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 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

4.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA

4.2.01.01. Dana Perimbangan -                                 -                                    -                                       -              

4.2.01.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)     69,957,274,357.00        63,192,017,029.00        90.33           82,431,781,875.00  (23.34)        

4.2.01.01.01.0001.DBH Pajak Bumi dan Bangunan

3,847,643,041.00  5,764,800,454.00 

     149.83  9,038,349,951.00  (36.22)        

4.2.01.01.01.0002.DBH PPh Pasal 21

31,617,931,956.00  29,352,540,708.00 

       92.84  28,263,068,001.00  3.85            

4.2.01.01.01.0003.DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

3,456,209,179.00  2,529,306,956.00 

       73.18  2,709,401,623.00  (6.65)           

4.2.01.01.01.0004.DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

8,387,276,019.00  8,567,814,171.00 

     102.15  5,660,578,010.00  51.36          

4.2.01.01.01.0005.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi

7,992,452,132.00  5,704,836,977.00 

       71.38  6,284,526,109.00  (9.22)           

4.2.01.01.01.0006.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi

587,344,125.00  1,323,121,063.00 

     225.27  5,974,722,332.00  (77.85)        

4.2.01.01.01.0007.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi

12,004,977,707.00  6,336,529,811.00 

       52.78  20,613,333,652.00  (69.26)        

4.2.01.01.01.0009.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 

Batubara-Royalty

353,145,599.00  353,145,599.00 

     100.00  1,443,936,099.00  (75.54)        

4.2.01.01.01.0010.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH)

631,738,658.00  788,227,079.00 

     124.77  485,555,098.00  62.34          

4.2.01.01.01.0011.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

- 1,000,000,000.00 

 -   -   - 

4.2.01.01.01.0013.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

1,078,555,941.00  1,471,694,211.00 

     136.45  1,958,311,000.00  (24.85)        

Jumlah

69,957,274,357.00      63,192,017,029.00        90.33         82,431,781,875.00           (23.34)        


	BAB  II
IKHITISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
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 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

4.2.02. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA

4.2.02.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 168,180,001,923.00     155,084,193,399.00     92.21       145,572,569,507.00     6.53       

4.2.02.01.0002 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA 30,177,612,872.00  28,583,837,130.00  94.72            27,859,051,590.00  2.60       

4.2.02.01.0002 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA 15,522,697,289.00  13,326,308,220.00  85.85            14,137,642,410.00  (5.74)      

4.2.02.01.0003 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 47,750,409,917.00  44,627,653,463.00  93.46            37,857,131,671.00  17.88     

4.2.02.01.0004 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Permukaan - LRA

69,606,750.00  64,812,600.00  93.11                   58,920,700.00  10.00     

4.2.02.01.0005 Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA 74,659,675,095.00  68,481,581,986.00  91.72            65,659,823,136.00  4.30       

4.2.2.02. Bantuan Keuangan - LRA 382,997,435,533.00     382,043,346,368.00     99.75       200,459,298,643.00     90.58     

4.2.2.02.01. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 382,997,435,533.00     382,043,346,368.00     99.75       200,459,298,643.00     90.58     

JUMLAH

551,177,437,456.00     537,127,539,767.00     97.45       346,031,868,150.00     55.22     


3.1     IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN BADAN  PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

 Adapun realisasi 5 (lima) Program dan 66 (Enam puluh enam) Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut (Tabel 2):
	Sub Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian
%

	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
	571,634,925,379 
	  540,405,121,151 
	    94.54 

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	   16,105,233,961 
	    15,066,834,428 
	    93.55 

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	         152,842,400 
	        120,718,200 
	    78.98 

	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	            7,000,000 
	           7,000,000 
	 100.00 

	2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	          29,620,000 
	          28,550,000 
	    96.39 

	3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	          90,647,400 
	         59,593,200 
	    65.74 

	4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	            5,600,000 
	            5,600,000 
	 100.00 

	5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	            5,600,000 
	            5,600,000 
	 100.00 

	6
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	            7,375,000 
	            7,375,000 
	 100.00 

	7
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	          7,000,000 
	           7,000,000 
	 100.00 

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	  10,440,567,961 
	    9,519,147,290 
	    91.17 

	8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	           9,858,067,961 
	       8,962,081,350 
	    90.91 

	9
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	               210,000,000 
	    199,130,600.00 
	    94.82 

	10
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	                 23,625,000 
	       23,625,000.00 
	 100.00 

	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	                 15,330,000 
	       15,000,000.00 
	    97.85 

	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	                 13,545,000 
	       13,140,000.00 
	    97.01 

	13
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	               320,000,000 
	          306,170,340 
	    95.68 

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	               385,808,250 
	          384,232,750 
	    99.59 

	14
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	                 30,250,500 
	            30,250,000 
	 100.00 

	15
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	               355,557,750 
	          353,982,750 
	    99.56 

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	               728,564,100 
	          716,348,328 
	    98.32 

	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	                 89,088,600 
	            89,087,885 
	 100.00 

	17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	               265,346,500 
	          265,344,943 
	 100.00 

	18
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	                 94,845,000 
	            94,767,500 
	    99.92 

	19
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	               138,198,000 
	          128,755,000 
	    93.17 

	20
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	               141,086,000 
	          138,393,000 
	    98.09 

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
	               616,205,750 
	          598,658,845 
	    97.15 

	21
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	                 23,300,000 
	            23,300,000 
	 100.00 

	22
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	               120,555,000 
	          111,688,845 
	    92.65 

	23
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	               472,350,750 
	          463,670,000 
	    98.16 

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	           2,495,541,500 
	       2,469,684,536 
	    98.96 

	24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	               392,511,500 
	          366,654,536 
	    93.41 

	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	           2,103,030,000 
	       2,103,030,000 
	 100.00 

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	           1,285,704,000 
	       1,258,044,479 
	    97.85 

	26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	               373,000,000 
	          368,420,279 
	    98.77 

	27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	                 28,500,000 
	            12,167,700 
	    42.69 

	28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	               480,450,000 
	          474,293,500 
	    98.72 

	29
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	               403,754,000 
	          403,163,000 
	    99.85 

	
	
	 
	 
	 

	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	       539,329,116,922 
	  514,603,427,454 
	    95.42 

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	           1,234,564,000 
	       1,178,280,300 
	    95.44 

	30
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
	               150,000,000 
	          146,150,000 
	    97.43 

	31
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	               272,074,000 
	          271,883,000 
	    99.93 

	32
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	               255,490,000 
	          255,490,000 
	 100.00 

	33
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	               107,000,000 
	          102,757,300 
	    96.03 

	34
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah
	               200,000,000 
	          152,000,000 
	    76.00 

	35
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	               250,000,000 
	          250,000,000 
	 100.00 

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	               975,504,500 
	          882,337,500 
	    90.45 

	36
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	                 91,080,900 
	            89,132,700 
	    97.86 

	37
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	               135,480,000 
	          109,432,082 
	    80.77 

	38
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	               128,080,500 
	          125,731,200 
	    98.17 

	39
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
	               126,488,100 
	          125,072,284 
	    98.88 

	40
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	               494,375,000 
	          432,969,234 
	    87.58 

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
	           1,467,377,000 
	       1,390,172,251 
	    94.74 

	41
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
	               130,320,000 
	          125,890,500 
	    96.60 

	42
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	               174,250,000 
	          161,051,000 
	    92.43 

	43
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
	               508,135,000 
	          500,384,750 
	    98.47 

	44
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	               321,240,000 
	          279,404,501 
	    86.98 

	45
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	               107,700,000 
	          107,365,000 
	    99.69 

	46
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	               225,732,000 
	          216,076,500 
	    95.72 

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	       535,651,671,422 
	  511,152,637,403 
	    95.43 

	47
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
	15,010,000,000
	14,499,592,548 
	    96.60 

	48
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	506,712,371,023
	490,471,664,805
	    96.79 

	49
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	4,850,000,000
	1,192,195,650 
	    24.58 

	50
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	           9,079,300,399 
	4,989,184,400 
	    54.95 

	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	         16,200,574,496 
	    10,734,859,269 
	    66.26 

	51
	Penyusunan Standar Harga
	               193,000,000 
	          189,296,300 
	    98.08 

	52
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	         12,763,478,496 
	       7,450,203,020 
	    58.37 

	53
	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	               440,324,100 
	          426,897,800 
	    96.95 

	54
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	           1,184,356,900 
	       1,125,996,649 
	    95.07 

	55
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
	               201,385,000 
	          196,585,000 
	    97.62 

	56
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	               432,350,000 
	          363,443,500 
	    84.06 

	57
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	               985,680,000 
	          982,437,000 
	    99.67 


Adapun uraian kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang lebih lengkap disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini.
3.2     HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN
1. Hambatan dan kendala (Tabel 3)
	Kode Kegiatan
	Program/ Kegiatan
	%
	KETERANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	BELANJA
	
	

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	65.74
	'Berdasarkan belum adanya petunjuk teknis dari Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga berdampak tidak terlaksananya kajian teknis.

	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	24.58
	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Ajuan dari SKPD teknis 


	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah
	76.00
	Kegiatan dilaksanakan Sesuai dengan Kebutuhan dan telah sesuai untuk tahapan penganggaran.

	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	58.37
	'Untuk Pengadaan Tanah Pengganti Kementerian Perhubungan tidak dilaksanakan karena pihak pemilik lahan tidak akan  menjual bidang tanah sehingga gagal pembelian pengganti tanah kemenhub dan akan dilanjutkan lagi pada tahun 2024 dengan mencari tanah pengganti yang lain dengan berkomunikasi dengan Pihak Kementerian Perhubungan.


Solusi terhadap hambatan dan kendala:
Kegiatan pada belanja yang belum terealisasi pada semester satu; 

a. Revisi anggaran pada anggaran perubahan.

b. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas.

	[image: image7.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2.4. BANTUAN KEUANGAN - LRA

4.2.4.01. BANTUAN KEUANGAN DARI 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

LAINNYA - LRA

382,997,435,533.00    382,043,346,368.00      99.75  200,459,298,643.00     90.58   

4.2.4.01.02. Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah 

Provinsi Jawa Barat - LRA

   382,997,435,533.00    382,043,346,368.00   99.75     200,459,298,643.00  90.58   

JUMLAH    382,997,435,533.00    382,043,346,368.00 

  99.75 

    200,459,298,643.00 

90.58   


	BAB  III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
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 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-

LRA

4.3.01.

Pendapatan Hibah dari pemerintah 

pusat - LRA

  4,935,558,000.00   3,923,520,000.00 

79.49     

    25,363,070,730.00 

(84.53)     

4.3.03.

Lain lain Pendapatan Sesuai 

Ketentuan Per UU

JUMLAH 4,935,558,000.00   3,923,520,000.00   79.49      25,363,070,730.00      (84.53)     

    Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa struktur dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya.
Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, penyajian Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 telah mengacu pada  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengelola Keuangan sebagai entitas pelaporan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023, berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2.     Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
(a)
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta  belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. 

(b)
Basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 

Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3.     Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (substance overform).

2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) / kas yang dimodifikasi (modified cash basis).
3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca  Kabupaten Ciamis adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember).

4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

5) Kas

· Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas. 

· Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca. 

· Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.

6) Piutang

· Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

· Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan fihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.

· Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

· Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.

7) Persediaan 

· Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat

· Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

· Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian

· Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri

· Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

· Jenis-jenis persediaan :

· Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.

· Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal file box.

· Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan 

· Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat misalnya barang cetakan  dan sebagainya.

8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

9) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Pada saat penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2002 masih menggunakan nilai perolehan dan pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian kembali/koreksi dengan menggunakan  nilai wajar.

Dalam hal penyusutan Aset Tetap,  penerapan  akuntansi penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).
10) Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

11) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada fihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Ciamis. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

12) Kewajiban jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :
· Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.

· Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan  jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

· Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

· Merupakan utang jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.

· Utang Bunga, Denda, dan Commitment Fee.

· Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana  pembayarannya telah jatuh tempo.

· Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.

· Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

13) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban  jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

· Utang kepada Pemerintah.

· Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

· Utang  Bunga Jangka Panjang.

· Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

14) Ekuitas Dana.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah.

· Ekuitas Dana Lancar.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar  dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Cadangan untuk Piutang, Cadangan untuk Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

· Ekuitas Dana Investasi.
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. 

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi dana yang; Diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

· Ekuitas Dana Cadangan.
Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.
4.4.     Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

(1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.

(2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

(3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.
4.4.2.
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
(1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.

(2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

(3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

(4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 

(5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.  

(6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.

(7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

(8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.

(9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.
4.4.3.
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

(1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

(2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

(3) Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(4) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
4.4.4.  Kebijakan Akuntansi Belanja

(1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.

(2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.

(3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

(4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.

(5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.

(6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.

(7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

(8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.

(9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.

(10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).

(11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.
4.4.5.
Kebijakan Akuntansi Beban

(1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(3) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4.4.6.
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

(1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan. 

(2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu periode akuntansi.

(3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

(6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.
4.4.7.
 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

4.4.7.1
Aset Lancar

(1)     Aset Lancar Mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

(2)     Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan Kurs tengah BI pada tanggal neraca.
(3)     Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(4)     Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

(5)     Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

· Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

· Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

· Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

4.4.7.2
Aset Tetap

(1)     Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
(2)     Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;

(3)     Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut;

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4.4.7.3
Aset Lainnya

(1)     Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

(2)     Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

(3)     Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan akuntansi aset antara lain:

(1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.

(2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

(3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
(4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
(5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
(6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

(7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
(9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
(10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 
(11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
(12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5. BELANJA

5.3. BELANJA TAK TERDUGA - LRA

5.3.1. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA 2,812,989,269.00 2,170,949,769.00           77.18      144,336,454.00            1,404.09     

5.3.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 2,812,989,269.00  2,170,949,769.00 

77.18      144,336,454.00            1,404.09     

JUMLAH 2,812,989,269.00 2,170,949,769.00           77.18      144,336,454.00            1,404.09     


	BAB  V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN


Neraca Laporan Keuangan Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2023 (Un-Audited). Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.204.851.166.767,05 atau turun dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp.235.448.216.264,06. Nilai Aset sebesar Rp. 204.851.166.767,05 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.6.314.881.854,84. Aset Tetap sebesar Rp.105.147.535.965,55 dan Aset Lainnya sebesar Rp.1.977.724.850,05 Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.181.063.135.518,96. Ekuitas Dana sebesar Rp.23.788.031.248,09, atau turun dibanding dengan posisi per 31 Desember 2022 sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun 2022 adalah sebesar Rp.204.851.166.767,05 Naik dibanding dengan posisi per 31 Desember 2021.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023, diketahui bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp.2.526.557.253.509,00 atau mencapai 97.75% dari target anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.2.584.798.529.232,00. Sedangkan realisasi Belanja daerah Tahun 2023  sebesar Rp.540.405.121.151,00 atau mencapai 94.54% dari target anggaran sebesar Rp.571.634.925.379,00. Dari sisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada tahun 2023 terdapat selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau surplus sebesar Rp.1.986.152.132.358,00.

Berdasarkan Laporan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual,  diketahui bahwa Surplus Operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 (Un-Audited) ditutup dengan nilai sebesar Rp.1.940.504.015.570,00 terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp.2.083.237.287.369,00 sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp.142.733.271.799,00 sehingga terdapat Surplus dari kegiatan  operasional senilai Rp.1.940.504.015.570,00. 

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 adalah Ekuitas awal sebesar Rp.63.066.721.045,73 ditambah RK PPKD Uang sebesar (Rp.2.016.392.067.272,00) ditambah  RK PPKD Barang sebesar (Rp.34.654.283.631,97) ditambah dengan Surplus LO sebesar Rp. 1.952.505.974.981.49 Sehingga ekuitas akhir Tahun 2023 senilai Rp.23.788.031.248,09.
Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
5.1.
POS-POS NERACA

	5.1.1.  ASET
	
	

	
	Tahun 2023
	Tahun 2024

	5.1.1.1. ASET LANCAR
	Rp.6.314.881.854,84
	Rp.64.962.921.011,07


Nilai saldo Aset Tahun 2023 adalah sebesar Rp.204.851.166.767,05 sedangkan nilai saldo Aset Lancar Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.314.881.854,84 atau mengalami Penurunan Nilai saldo Aset Lancar Tahun 2023 terdiri dari saldo Kas daerah sebesar Rp.3.974.832.978,84 dan saldo di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0.00 Piutang Pajak Daerah sebesar Rp.0.00 Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp 525.671.653,00, dengan penyisihan piutang pendapatan sebesar (Rp.0.00) dan Persediaan sebesar Rp.145.499.509,00.

	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.1.1  
	Kas Daerah
	Rp.3.974.832.978.84
	Rp.38.998.557.352.84

	
	
	
	




Saldo Kas sebesar Rp.3.974.832.978,84 sesuai dengan Berita Acara pemerikasaan kas (cash opname) pada Bendaha Umum Daerah.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	a.
	Kas di Bendahara Penerimaan
	Rp.0,00
	Rp.0,00


Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 nihil atau tidak terdapat saldo kas, berdasarkan hasil pemerikasaan kas (cash opname) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
sebesar Rp00,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya dengan rincian sebagai berikut :
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.1.3.
	Beban Dibayar Dimuka
	0.00
	Rp.23.491.666,67


         
Saldo beban Di bayar di Muka Tahun 2023 sebesar Rp.0.00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dimaksud adalah Sewa Gedung untuk penyimpanan arsip dan Sewa Kantor untuk Kantor UPTB Rancah dan UPTB Panjalu. Rincian Belanja Dibayar Dimuka terlampir. Sewa gedung untuk penyimpanan arsip dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis belum memiliki Gedung Arsip.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.1.4.
	Persediaan
	Rp.145.499.509,00
	Rp.566.351.025,00




Nilai Persediaan periode Tahun 2023 sebesar Rp.145.499.509,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor dan Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Tidak ada perubahan  nilai persediaan, rincian Persediaan terlampir dari laporan ini.


Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa tinta printer terutama Tinta Print Tonic, barang cetakan, barang untuk hadiah dan Patok batas tanah PEMDA. Penggunaan persediaan berdasarkan FIFO (first in first out) yakni barang persediaan yang datang lebih awal digunakan lebih awal untuk menghindari kadaluwarsa (expired) . Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Selengkapnya nilai persediaan disajikan dalam lampiran.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.2.
	Aset Tetap
	Rp.105.147.535.965,55
	Rp.73.327.115.309,33


Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.2.1.
	Tanah
	Rp.50.410.726.408,96
	Rp.43.653.324.408,96




Nilai aset tetap Tanah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar Rp.50.410.726.408,96 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.43.653.324.408,96 terdapat penambahan dari belanja modal selama tahun 2023.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.2.1.

	Peralata dan Mesin 
	Rp.27.183.182.014,57
	Rp.34.451.214.030,33


Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar Rp.27.183.182.014,57.
	  
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	
	Jalan, irigasi dan jaringan 
	7.365.411.404,00
	5.351.354.338,00



Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar Rp.7.365.411.404,00. Terdapat penambahan dari belanja modal tahun 2023.
	

	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.2.5.
	Aset Tetap Lainnya
	Rp.130.324.274,00
	Rp.97.112.274,00


Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal Tahun 2023 sebesar Rp. 130.324.274,00. 
Aset Tetap lainnya yakni aset berupa buku pustaka, barang bercorak kesenian dan alat-alat keamanan. Tidak ada perubahan mutasi dari Aset Tetap Lainnya.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.2.6.
	Konstruksi  Dalam Pengerjaan
	Rp.161.195.220,00
	Rp.76.500.000,00


Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa belanja modal perencanaan gedung dan bangunan. jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 sebesar Rp.161.195.220,00 merupakan saldo tahun 2023.
	

	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.1.3.
	Aset Lainnya
	Rp.32.779.357.542,18
	Rp.941.750.000,00

	
	Akumulasi Penyusutan
	Rp.(18.845.866.333,00)
	Rp.(195.705.000,00)

	
	Aset Lainnya Netto
	Rp.13.933.491.209,00
	Rp.746.045.000,00



Saldo Aset Lainnya atau Aset Lain-lain (netto) Tahun 2023 sebesar Rp.13.933.491.209,00 berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis serta dalam proses penghapusan dari BMD. Adapun nilai penyusutan sebesar Rp.(18.845.866.333,00). 
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.2.
	Kewajiban
	Rp.181.063.135.518,96
	Rp.172.392.495.218,33


Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Adapun nilai kewajiban periode Tahun 2023 sebesar Rp.181.063.135.518,96. Terdiri dari Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.0.00 dan utang belanja langsung sebesar Rp. 4.032.264.968,00.
Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.0.00 karena pengakuan atas pendapatan diterima dimuka dari retribusi sewa tanah pada tahun 2023 yang pada tahun 2022 tidak bertambah karena sewa tanah tidak lagi menjadi objek retribusi daerah. Sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa adalah Utang Belanja Jasa Kantor berupa Utang Listrik, Utang Air, Utang Telepon dan Utang Internet beban Bulan Juni 2022 yang belum dibayar sebesar Rp.1.085.758.246,00. Utang kepada PT. Askes Rp. 41.854.874.457. Utang Jangka Pendek 133.852.577.979,00 dan Utang jangka panjang Rp. 237.960.138,63.
	
	
	Tahun 2023
	Tahun 2022

	5.1.3.
	Ekuitas
	Rp.207.851.166.767,05
	Rp.235.448.216.264.06


Ekuitas periode Tahun 2023 sebesar Rp.204.851.166.767,05. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
5.2.
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 
5.2.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.187.066.043,00 atau mencapai 100% dari target Tahun 2023 sebesar Rp4.187.066.043,00 dan mengalami kenaikan sebesar 6,17% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.943.875.706,00 dengan rincian sebagai berikut :
[image: image10.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5 TRANSFER

5.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 4,759,058,000.00                 4,705,889,000.00               98.88       4,186,605,200.00                12.40    

5.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 4,759,058,000.00                 4,705,889,000.00               98.88       4,186,605,200.00                12.40    

5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 3,628,529,000.00  3,826,231,000.00 

105.45    

3,373,007,000.00 

13.44    

5.4.01.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1,130,529,000.00  879,658,000.00 

77.81      

813,598,200.00 

8.12      

5.4 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 487,753,705,600.00              483,307,207,388.00            99.09       486,908,890,904.00             (0.74)     

5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota

150,000,000.00                    150,000,000.00                  100.00     -                                     -        

5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa 487,603,705,600.00  483,157,207,388.00 

99.09      

486,908,890,904.00 

(0.77)     

JUMLAH 492,512,763,600.00              488,013,096,388.00            99.09       491,095,496,104.00             (0.63)     


Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terdiri dari :
1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.845.363.323,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.845.363.323,00 atau naik sebesar 5,49% dari realisasi 2022 sebesar Rp3.645.279.378,00. Terjadinya realisasi yang lebih target dalam tahun 2022 dikarenakan meningkatnya kinerja Laba Bank Jabar Banten pada tahun 2023 yang berdampak pada peningkatan penerimaan deviden yang diterima pemegang saham dari 36.780.137 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp99,11 per lembar saham tahun 2022  menjadi 36.780.137 lembar saham dengan harga per lembar Rp104,55 pada tahun 2023.
2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK tahun 2023 terealisasi sebesar Rp341.702.720,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp341.702.720,00 atau naik sebesar 14,44% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp298.596.328,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK sebesar Rp341.702.720,00 seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Perseroda tahun Buku 2022 sebesar Rp224.840.000,00 dan setoran deviden dari Perumda BPR Galuh Ciamis Tahun Buku 2022 sebesar Rp116.862.720,00
5.2.2  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp179.109.518.043,00 atau mencapai 98,45% dari target sebesar Rp181.932.001.544,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp208.798.502.173,00 terjadi penurunan  sebesar (14,22%) dengan rincian sebagai berikut :
[image: image11.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 484,072,560,586.00  483,307,207,388.00 

99.84

486,908,890,904.00 

(0.74)

5.4.02.02.Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 150,000,000.00  150,000,000.00 

100.00

-                                                 0.00

5.4.02.02.02.Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota

150,000,000.00  150,000,000.00 

100.00

-                                                 0.00

5.4.02.05.Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

483,922,560,586.00  483,157,207,388.00 

99.84

486,908,890,904.00             (0.77)

5.4.02.05.01.Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

404,865,820,679.00  404,201,262,438.00 

99.84

397,998,640,904.00 

1.56

5.4.02.05.02.Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

79,056,739,907.00  78,955,944,950.00 

99.87

88,910,250,000.00 

(11.20)


Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan dengan target dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Realisasi Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp379.839.647,00 atau mencapai 57,76% lebih kecil sebesar Rp277.819.453,00 dari target sebesar Rp657.659.100,00 atau naik sebesar 3,67% dari realisasi tahun 2022  sebesar Rp366.386.850,00. Terjadinya realisasi yang menurun dari tahun lalu dikarenakan dari beberapa usulan penghapusan BMD dari SKPD/Pengguna Barang ke KPKNL berkurang atau barang-barang yang diusulkan penghapusan tidak dapat dijual karena rusak berat dan tidak ada nilai ekonomisnya.
2) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp528.180.040,00 atau sebesar 164,47% dari target sebesar Rp339.480.000,00. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terdiri dari :
a. Sewa tempat/lahan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi tahun 2023 sebesar Rp493.415.040,00 atau sebesar 164,47% dari target Rp300.000.000,00 disebabkan adanya pembayaran penyewa yang melakukan pembayaran untuk 5 tahun kedepan dan pembayaran piutang tahun-tahun sebelumnya.
b. Sewa tempat/lahan yang dikelola oleh dinas Peternakan dan Perikanan realisasi tahun 2023 sebesar Rp29.400.000,00 atau sebesar 86,47% dari target Rp34.000.000,00. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp29.400.000,00 tidak tercapainya target disebabkan karena terjadinya elnino di sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis sekitar bulan Juli sampai dengan Desember yang memicu kekeringan berdampak ke berbagai sektor termasuk budidaya perikanan yang menyebakan pembudidaya ikan ikan sebagai pemasok ke pasar ikan menurun.
b. Hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup terealisasi sebesar Rp5.125.000,00 atau sebesar 102,50% dari target sebesar Rp5.000.000,00. disebabkan karena adanya kegiatan masyarakat  bersifat komersil yang diselenggarakan di fasilitas umum alun-alun dan lokasana.

3) Realisasi Kerjasama daerah  Rp5.075.032.486,00 atau mencapai 114,75% yang dikelola Dinas Kesehatan di RSU Kawali dari target Rp4.000.000.000,00 berasal dari klaim ke BPJS dan Jasa Raharja.
4) Realisasi Penerimaan Jasa Giro yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp2.781.929.826,00 atau mencapai 81,79% kurang dari target sebesar Rp619.514.174,00. Terjadinya realisasi yang kurang target disebabkan karena pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik (kontrak) dengan pihak ketiga 
5) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp194.133.886 atau mencapai 5,04% kurang target sebesar Rp3.655.866.114,00 dari target sebesar Rp3.850.000.000,00 atau turun sebesar (1,36%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp196.808.630,00. Hal tersebut disebabkan karena turunnya uang kas yang diinvestasikan dalam bentuk investasi non permanen setara kas seperti deposito jangka pendek.
Kas merupakan harta milik yang sifat nya paling likuid atau paling mudah di ubah ke dalam bentuk yang lain sehingga disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau likuid. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Jadi tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Dalam rangka mengelola kas daerahnya Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menginvestasikan iddle cash yang belum digunakan untuk pembiayaan kegiatan kedalam investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan biasanya dalam bentuk Deposito berjangka waktu satu bulan atau dalam bentuk Deposit On Call (DOC) sehingga dari hasil mengelola kas dan setara kas tersebut diperoleh bunga deposito disamping adanya jasa giro. 
1) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp13.681.578,00 atau mencapai 54,73% dari target sebesar Rp25.000.000,00 atau naik sebesar 175,18% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.971.820,00. Terjadinya kenaikan realisasi tahun 2022 karena  adanya tindak lanjut penagihan atas piutang macet TPTGR yang penanganannya diserahkan kepada pihak KPKNL Tasikmalaya.

2) Realisasi Pendapatan Denda Pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp179.506.121,00 lebih target sebesar Rp111.179.526.,00 atau mencapai sebesar 262,72% dari target sebesar Rp68.326.595 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp83.704.257,00 terjadi kenaikan sebesar 114,45.%. Terjadinya kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya adanya pembayaran denda pajak terhadap wajib pajak.
3) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp3.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp3.000.000,00 terdiri dari denda retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Perhubungan  Realisasai tersebut sama  bila dibandingkan dengan realisasai tahun 2022, sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 % dari taget sebesar  Rp3.000.000,00 Realisasi tersebut masih kurang optimal dikarenakan Para pemilik kios tidak membayar Retribusi sesuai ketentuan Denda yang telah disepakati.

4) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp5.727.646.506,00 lebih target sebesar Rp5.014.767.163,00 atau mencapai sebesar  114,22% dari target sebesar Rp712.879.343,00 hal tersebut disebabkan karena terdapat pengembalian dari pos-pos belanja daerah seperti pengembalian dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.168.489.685,00 mengalami kenaikan sebesar 164,13%.  

5) Realisasi Pendapatan BLUD yang dikelola oleh RSUD sebesar Rp93.619.578.488,00 atau sebesar 100,637% dari target sebesar Rp93.000.000.000,00 atau turun sebesar (31,95%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp137.576.896.815,00. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-Pendapatan BLUD RSUD merupakan penerimaan dari Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD yang dalam tahun 2012 melaksanakan PPK-BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Terjadinya realisasi yang lebih target disebabkan beberapa hal berikut ini :

a. Kunjungan pasien RSUD Ciamis menunjukan peningkatan karena adanya kesadaran pengunjung RSUD dalam program BPJS Kesehatan, tetapi untuk kunjungan pasien umum belum mencapai target disebabkan banyaknya competitor layanan Kesehatan swasta di Kabupaten Ciamis.

b. Adanya perbaikan sarana fasilitas kesehatan terhadap kunjungan RSUD Ciamis diantaranya pendaftaraan melalui online.
Adanya percepatan realisasi pengajuan klaim BPJS reguler hingga N-1 yang diikuti oleh percepatan realisasi pencaiaran dari BPJS cabang Banjar.
c. Adanya kenaikan kunjungan pelayanan pemeriksaaan Medical Cek Up sekitar rentang waktu bulan Juli sampai dengan Desember sebanyak 5690 pasien.

6) Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas Rp70.570.864.416,00 atau kurang target hanya mencapai sebesar 98,88% dari target Rp71.368.936.168,00 disebabkan adanya klinik swasta di wilayah kerja puskesmas yang mempengaruhi tingkat kunjungan pasien dan masih adanya proses verifikasi klaim dana non kapitasi (Puskesmas DTP) di BPJS.

5.2.3.Pendapatan Transfer – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.384.401.606.150,00 atau mencapai 97,32% dari target sebesar Rp2.450.171.660.359,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.268.434.070.783,00 mengalami kenaikan sebesar 5,12% yang disebabkan terjadinya kenaikan  yang bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 60,19%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 20,49%, Dana Desa sebesar 2,68% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah bersumber dari Bagi Hasil pajak  sebesar 17,05% sedangkan mengalami penurunan yang bersumber dari Dana Transfer Umum Bagi Hasil sebesar (20,91%),  Dana Alokasi Umum sebesar (0,53%), Dana Intensif Daerah sebesar (10,89%)  dan dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar (5,99%) dengan rincian sebagai berikut :

[image: image12.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5. BELANJA

5.3. BELANJA TAK TERDUGA - LRA

5.3.1. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA 4,850,000,000.00 1,192,195,650.00           24.58      2,170,949,769.00         (45.08)        

5.3.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 4,850,000,000.00  1,192,195,650.00 

24.58     

2,170,949,769.00 

(45.08)        

JUMLAH 4,850,000,000.00 1,192,195,650.00           24.58      2,170,949,769.00         (45.08)        


5.2.4  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.508.640.389.105,00  atau mencapai 97,91% dari target sebesar Rp2.562.155.319.813,00atau mengalami kenaikan sebesar 3,14% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.356.956.422.147,00. Transfer pemerintah pusat terdiri dari:

5.2.5.1 Dana Perimbangan
5.2.5.1.a Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.192.017.029,00. atau mencapai 90,33% dari target sebesar Rp69.957.274.357,00 atau mengalami penurunan sebesar (23.34%) dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp82.431.781.875,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5 TRANSFER

5.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 9,079,300,399.00                 4,989,184,400.00               54.95       4,705,889,000.00                6.02      

5.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9,079,300,399.00                 4,989,184,400.00               54.95       4,705,889,000.00                6.02      

5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 7,930,400,399.00  3,675,590,700.00 

46.35      

3,826,231,000.00 

(3.94)     

5.4.01.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1,148,900,000.00  1,313,593,700.00 

114.33    

879,658,000.00 

49.33    

5.4 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 506,712,371,023.00              490,471,664,805.00            96.79       483,307,207,388.00             1.48      

5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota

150,000,000.00                   (100.00)  

5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa 506,712,371,023.00  490,471,664,805.00 

96.79      

483,157,207,388.00 

1.51      

JUMLAH 515,791,671,422.00              495,460,849,205.00            96.06       488,013,096,388.00             1.53      


Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp63.192.017.029,00 merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat yang terdiri dari :

1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Bagian PBB dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.764.800.454,00 atau 149,83% dari target sebesar Rp3.847.643.041,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 bulan November Tahun 2022 tentang. tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.038.349.951,00 turun sebesar (36,22%). 
2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 terealisasi Rp29.352.540.708,00 atau 92,84% dari target yang telah ditetapkan Rp31.617.209.179,00 disebabkan  karena adanya penyelesaian penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 TA 2022.

3) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp2.529.306.956,00 atau 73,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.456.209.179,00. Hal ini disebabkan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan  Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.709.401.623,00 turun sebesar (6,65) % disebabkan untuk wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 pribadi dalam negeri dialihkan dengan memakai kode rekening tersendiri.
4) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp8.567.814.171,00 atau 102,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.387.276.019,00. 
5) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp5.704.636.977,00  atau mencapai 71,98% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.992.452.132,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.284.526.109,00  atau turun sebesar (9,22%).

6) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp1.323.121.063,00 atau mencapai 225,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp587.344.125. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.974.722.332,00 atau turun sebesar (77,85%).

7) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Panas Bumi sebesar Rp6.336.529.811,00 mencapai 52,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.004.977.707,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan  Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil ada Tahun 2023 sehingga penerimaan dari DBH Panas Bumi meningkat..
8) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara (Royalti) sebesar Rp353.145.599,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp353.145.599,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan  Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil ada Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.443.936.099,00 atau turun sebesar (75,54%). 
9) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil  Sumber Daya Kehutanan (PSDH) sebesar Rp788.227.079,00 atau mencapai 124,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp631.738.658,00 00 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan  Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil ada Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp485.555.095,00 atau naik sebesar 62,34%.
10) Penerimaan dari bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) berupa bagi hasil sawit sebesar Rp1.000.000.000,00 sesaui dengan Peraturan sesaui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

11) Penerimaan dari bagi hasil Perikanan sebesar Rp1.471.694.211,00 atau mencapai 136,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.137.872.138.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 Bulan November 2022 dan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan  Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.
5.2.5.1.b Dana Alokasi Umum

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 adapun alokasi DAU Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.154.523.040.000,00 atau 101,46% dari target sebesar Rp1.137.872.138.000,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.093.603.612.431,00 atau naik 5,57% disebabkan adanya penambahan DAU TA 2023 Rp16.650.902.000,00 berdasarkan surat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2023 perihal Permintaan Data Jumlah TPG  dan Tamsil terkait Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas  Guru Tahun 2023.

5.2.5.1.c Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2023 target sebesar Rp511.374.972.000,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp92.965.794.000.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp418.409.178.000,00 dan Realisasi RKUN ke RKUD sebesar Rp439.193.282.717,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp89.197.596.137,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp349.995.686.580,00. Untuk DAK Fisik prosentase penyerapan mencapai sebesar 95,95%. Hal ini disebabkan karena sesuai data kontrak DAK Fisik yang telah diinputkan sebesar Rp89.197.596.137,00 sehingga terdapat efisiensi kontrak sebesar Rp2.565.151.605,00 dari nilai anggaran. Dari data kontrak tersebut disalurkan sebesar Rp89.197.596.137,00 atau mencapai 100%.  dari penyaluran sebesar Rp89.197.596.137,00 direalisasikan sebesar Rp89.197.596.137,00 sehingga tidak terdapat SILPA di RKUD.

Sedangkan prosentase penyerapan DAK Non Fisik mencapai 83,65%. Hal ini disebabkan diantaranya 
a. Untuk Dana Bos Reguler husus Sekolah Negeri terealisasi Rp109.734.316.419,00 atau mencapai 92,44% dari target Rp118.702.800.000,00 serta Dana Bos Kinerja terealisasi Rp6.500.000.000,00 atau 34,45% dari target Rp7.155.000.000,00.
b. Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) realiasi Rp205.592.610.976,00 atau 97,218% dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.966.552.000.,00 atau 105,69% dari target sebesar Rp5.645.500.000,00. Disebabkan jumlah penerima Tambahan Penghasilan karena telah memenuhi syarat sebagai Peneriman Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

c. Untuk BOP PAUD terealisasi sebesar Rp120.000.000,00 atau sebesar 0,70% dari target Rp17.034.000.000,00 disebabkan BOP PAUD yang diakui BOP PAUD Negeri.

d. Untuk BOP Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dari target sebesar Rp5.438.100.000,00 realisasi Rp120.000.000,00 tercapai 2,21% disebabkan yang diakui dicatat Pendidikan Kesetaraan negeri.

e. Untuk Sub Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terealisasi Rp13.312.005.173,00 atau mencapai 34,56% dari target sebesar Rp38.489.600.000,00 karena karena penyaluran BOK Langsung ke Rekeking Puskesmas.

f. Untuk Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terealisasi sebesar Rp11.409.401.940,00 atau mencapai 89,76% dari target Rp12.710.865.000,00.

g. Untuk Dana Peningkatan Fasilitasi Penanaman Modal dari target sebesar Rp396.500.000,00 terealisasi Rp396.500.000,00 atau 100%.

h. Untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak (PPPA) terealisasi sebesar Rp438.800.000,00 atau 100% dari target Rp438.800.000,00.

i. Untuk dana ketahanan pangan dari target sebesar Rp440.500.000,00 terealisasi Rp440.500.000,00 tercapai 100%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp372.486.698.172,00 turun sebesar (19.61%) apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp367.053.202.380,00. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022. 

5.2.5.1.d Dana Insentif Daerah- LRA
Penyesuain kode rekening Dana Insentif Daerah tahun 2023 menjadi Kode Insentif Fiskal. 

5.2.5.1.e Dana Penyesuaian-Dana Desa

Realisasi Dana Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023  sesuai Peraturan Presiden Nomor  130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa serta PMK Nomor 98/PMK.07/2023 Tanggal 22 September 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 201/PMK/.07/2022 sebesar Rp266.526.909.000,00 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp266.526.909.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp270.502.288.000,00 turun sebesar (1,47%) disebabkan karena menurunnya Pagu Dana Desa dari pemerintah pusat. 
5.2.5.1.f Dana Insentif  Fiskal- LRA
Realisasi Insentif Fiskal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023  tanggal 02 Oktober 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif  Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  Pada Tahun Anggaran  2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp25.246.889.000,00 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp25.246.589.000,00. 
5.2.2.6  Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp537.127.539.767,00 atau mencapai 97,45% dari target sebesar Rp551.177.437.456,00 atau mengalami kenaikan sebesar 55,22.% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp346.031.868.150,00. Dana ini merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Bantuan Keuangan provinsi, dengan rincian sebagai berikut:
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5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 506,712,371,023.00  490,471,664,805.00 

96.79

483,307,207,388.00 

1.48

5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah 

Kabupaten/Kota

- -

150,000,000.00             (100.00)

5.4.02.02.02. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota

150,000,000.00 

(100.00)

5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

506,712,371,023.00  490,471,664,805.00 

96.79 483,157,207,388.00      1.51

5.4.02.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota kepada Desa

404,201,262,438.00 

(100.00)

5.4.02.05.02. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota kepada Desa

506,712,371,023.00 

490,471,664,805.00 

96.79

78,955,944,950.00 

521.20


.

5.2.2.7  Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sehingga Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp155.084.193.399,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :
a. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp28.583.837.130,00 atau 94,72% dari target sebesar Rp30.177.612.872,00 disebabkan adanya peningkatan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan adanya program triple untung yang dapat menarik minat wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.859.051.590,00 atau naik sebesar 2,60% disebabkan adanya kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat.
b. Realisasi Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp13.326.308.220,00 atau 85,85% dari target sebesar Rp15.522.697.289,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp14.137.642.410,00 atau turun sebesar (5,74%) disebabkan adanya penurunan angka wajib pajak yang melakukan perubahan Balik Nama Kendaraan.
c. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp44.627.653.463,00 atau 93,46% dari target sebesar Rp47.750.409.917,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp37.857.131.671,00 atau naik sebesar 17,88% disebabkan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor meningkat.

d. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp64.812.600,00 atau 93,11% dari target sebesar Rp69.606.750,00 disebabkan  untuk perhitungan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan per 31 Desember 2023, dihitung dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp58.920.700,00, atau naik sebesar 10% disebabkan adanya Nilai Perolehan Air (NPA) yang meningkat.

e. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp68.481.581.986,00 atau 91,72% dari target sebesar Rp74.659.675.095,00 hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 
f. 5.1.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lainnya- LRA
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp382.043.346.368,00 atau mencapai 99,75% dari target sebesar Rp382.997.435.533,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi sebesar Rp200.459.298.643,00 atau naik sebesar 90,58%.
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6PEMBIAYAAN

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 288,944,635,047.00       97,714,635,046.84        33.82 254,351,997,270.14      (61.58)

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya

47,714,635,047.00  47,714,635,046.84 

100.00

45,499,419,291.14 

4.87

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 241,230,000,000.00 

50,000,000,000.00 20.73 208,852,577,979.00 (76.06)

7.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 56,061,165,000.00 54,783,803,460.00 97.72 91,775,319,858.00 (40.31)

6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 5,000,000,000.00  3,950,000,000.00 

79.00

15,569,868,200.00 

(74.63)

6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 

Tempo

51,061,165,000.00  50,833,803,460.00 

99.55

76,205,451,658.00 

(33.29)

PEMBIAYAAN NETTO 232,883,470,047.00 42,930,831,586.84 18.43 162,576,677,412.14 (73.59)


Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp382.997435.533,00.
Pemerintah Kabupaten Ciamis menganggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp382.997.435.533,00 dan terealisasi masuk ke kas Daerah sebesar Rp382.043.346.368,00 sedangkan yang sudah direalisasikan sesuai dengan capaian pelaksanaan program kegiatan di SKPD sebesar Rp335.116.403.216,00 sehingga masih terdapat sisa di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.541.075.815,00. Saldo Kas Bantuan Provinsi sebesar Rp30.541.075.815,00 tersebut pada tahun 2024 digunakan untuk pembayaran capaian pelaksanaan program kegiatan di SKPD yang belum dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp30.541.075.815,00 sehingga saldo kas Bantuan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
Untuk Bantuan Keuangan Provinsi yang disalurkan kepada Desa sebanyak 258 desa dengan masing-masing desa sebesar Rp130.000.000,00 sehingga total Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa se Kabupaten Ciamis sebear Rp33,540,000,000,00 yang disalurkan langsung ke rekening Desa.
5.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA
Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.923.520.000,00 atau mencapai 79,49% dari target sebesar Rp4.935.558.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (84,53%) dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.363.070.730,00 dengan rincian sebagai berikut :
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1 PENDAPATAN DAERAH - LRA

2,844,002,788,633.00  2,786,571,973,630.00 

97.98 2,683,885,961,352.70  3.83

2 BELANJA DAERAH - LRA

2,561,094,587,258.00  2,323,552,905,767.00 

90.72 2,310,734,907,330.00  0.55

3 TRANSFER - LRA

515,791,671,422.00  495,460,849,205.00 

96.06 488,013,096,388.00 1.53

SURPLUS/(DEFISIT) (232,883,470,047.00) (32,441,781,342.00) 13.93 (114,862,042,365.30) (71.76)

4 PEMBIAYAAN  NETO

232,883,470,047.00  42,930,831,586.84 

18.43 162,576,677,412.14 (73.59)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 10,489,050,244.84 47,714,635,046.84 (78.02)


a) Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (BAPPENAS) sebesar Rp408.000.000,00 merupakan piutang tahun 2022 yang disalurkan pada tahun 2023 untuk program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) merupakan program Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten melalui SKPD teknis yang menerima dana tersebut  Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) adalah Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan program pengelolaan dan pengembangan irigasi Partisipatif Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

b) Realisasi Pendapatan Hibah berupa Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan realisasi sebesar Rp3.515.000.000,00. 

5.1.2.4.
Belanja Tidak Terduga - LRA

Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.170.949.768,00 atau mencapai 1.404,09% dari anggaran Tahun 2022 sebesar R2.812.989.269,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.170.949.769,00 berasal dari pengembalian sisa kas Bantuan Keuangan Provinsi ke kas RKUD Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi jawa Barat sesuai Bab VII Pasal dua empat (24) yaitu Sisa Dana kegiatan bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak digunakan dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat 31 Desember tahun berkenan. Pengembalian tersebut merupakan hasil rekonsiliasi data sisa dana Bantuan Keuangan untuk tahun 2020 sebesar Rp54.185.168 dan tahun 2021 sebesar Rp2.116.764.600. 
Demikian pula halnya tahun 2022 realisasinya sebesar Rp0,00 atau nihil, disebabkan tidak adanya peristiwa atau kegiatan yang sifatnya kejadian luar biasa tetapi  tanggap darurat maka dana tersebut mengalami pergeseran  anggaran yang diakibatkan terjadi pandemi Covid-19, dimana Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaiatan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran  secara memadai yang diformalisakan ke dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan. Pengalihan dana tesebut  dalam program kegiatan ke SKPD teknis yang menanagani bencana tersebut.
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5.1.2.5
Transfer - LRA

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp488.013.096.388,00, atau mencapai 99,71% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp489.430.801.586,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp491.095.496.104,00 atau mengalami penurunan sebesar (0.63%) disebabkan adanya penurunan alokasi transfer bagi hasil maupun transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten maupun Pusat. Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :
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5.1.2.5.a
Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa – LRA

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa  periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.705.889.000,00 atau mencapai 98,88%  dari anggaran sebesar Rp4.759.058.000,00 atau mengalami kenaikan  sebesar 12,40%  dari realisasi tahun 2021sebesar Rp4.186.605.200,00 yang terdiri dari:
a.
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.373.007.000,00 atau mencapai 92,96% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.628.529.000,00 disebabkan realisasi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pengajuan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.373.007.000,00 atau  naik sebesar 12,40% disebabkan karena realisasi pendapatan Pajak dan Bukan Pajak tahun anggaran 2022 meningkat sehingga realisasi bagi hasil nya meningkat.

b.
Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp879.658.000,00 atau mencapai 77,81% dari anggaran sebesar Rp1.130.529.000,00. Pada tahun 2021 anggaran bagi hasil retribusi melekat pada bagi hasil pajak  sedangkan pada tahun 2022 anggaran disesuaikan dengan peruntukannya sebagai retribusi.0 

5.1.2.5.b
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik - LRA
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp483.307.207.388,00 atau mencapai 99,84% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp484.072.560.586,00 atau mengalami penurunan sebesar (0,74%) dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp486.908.890.904,00. 

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten sebesar Rp150.000.000,00 untuk bantuan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur dan.Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan untuk 258 desa di Kabupaten Ciamis. Realisasi Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ysitu Alokasi Dana Desa sebesar Rp404.201.262.438,00 sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar R78.955.944.950.00 yaitu untuk Sarana dan Prasarana Desa.
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA 2,450,171,660,359.00                    2,384,620,827,327.00              97.32         2,268,434,070,783.00                    5.12          

4.2.01. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA 2,099,164,751,084.00                    2,038,588,959,177.00              97.11         1,930,829,550,008.00                    5.58          

4.2.01.01 Dana Perimbangan 1,802,589,862,084.00                    1,742,014,092,177.00              96.64         1,638,125,327,008.00                    6.34          

4.2.01.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

75,039,744,084.00  82,431,781,875.00 

109.85     

                      104,229,959,811.00 

(20.91)      

4.2.01.01.02.

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

1,099,393,370,000.00  1,093,603,612,431.00 

99.47        

                  1,099,393,370,000.00 

(0.53)         

4.2.01.01.03.

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

176,784,714,000.00  171,261,068,311.00 

96.88        

                      106,912,492,776.00 

60.19        

4.2.01.01.04.

Dana Alokasi Khusus (DAK)  Non Fisik- LRA

451,372,034,000.00  394,717,629,560.00 

87.45        

                      327,589,504,421.00 

20.49        

4.2.02. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

LAINNYA-LRA

296,574,889,000.00                       296,574,867,000.00                 100.00      292,704,223,000.00                       1.32          

4.2.02.02.

Dana Intensif Daerah - LRA

26,072,601,000.00  26,072,601,000.00 

100.00     

                        29,260,265,000.00 

(10.89)      

4.2.02.05.

Dana Desa - LRA

270,502,288,000.00  270,502,266,000.00 

100.00     

                      263,443,958,000.00 

2.68          

4.2.03.

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-

LRA

351,006,909,275.00                       346,031,868,150.00                 98.58         337,604,520,775.00                       2.50          

4.2.03.01.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

146,532,976,032.00  145,572,569,507.00 

99.34        

                      124,371,911,065.00 

17.05        

4.2.03.02. Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Provinsi 

Lainnya - LRA

204,473,933,243.00  200,459,298,643.00 

98.04        

                      213,232,609,710.00 

(5.99)         

JUMLAH 2,450,171,660,359.00                    2,384,620,827,327.00              97.32         2,268,434,070,783.00                    5.12          


5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga - LRA
Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.192.195.650,00 atau mencapai 24,58% dari anggaran Tahun 2023 sebesar R4.850.000.000,00 terdiri dari  Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp45.170.000,00 berasal dari pengembalian sisa kas Dana Alokasi Khusu Fisik Tahun anggaran 2022 dengan nomor SP2D 931/005624/LS/2023 tanggal 16 Nopember 2023. 

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.147.000.000,00 dengan nomor SP2D 931/001686/LS/2023 Tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp295.000.000,00, 931/002486/LS/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp145.000.000,00, 931/003220/LS/2023 Tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp170.000.000,00, 931/004565/LS/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp217.000.000,00 dan 931/006974/LS/2023 Tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp320.000.000,00. Diperuntukan untuk peristiwa atau kegiatan yang sifatnya kejadian luar biasa tetapi  tanggap darurat maka dana tersebut mengalami pergeseran  anggaran dimana Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformalisakan ke dalam program penyelenggaraan penanggulangan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada individu untuk rehab rumah layak huni (rutilahu). Pengalihan dana tersebut dalam program kegiatan ke SKPD teknis yang menanagani bencana tersebut.

[image: image20.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5. BELANJA

5.3. BELANJA TAK TERDUGA - LRA

5.3.1. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA 2,812,989,269.00 2,170,949,769.00           77.18      144,336,454.00            1,404.09     

5.3.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 2,812,989,269.00  2,170,949,769.00 

77.18      144,336,454.00            1,404.09     

JUMLAH 2,812,989,269.00 2,170,949,769.00           77.18      144,336,454.00            1,404.09     


5.1.2.4
 Transfer - LRA
Realisasi Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp495.460.849.205,00, atau mencapai 96,06% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp515.791.671.422,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp488.013.096.388,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,53% disebabkan adanya peningkatan  alokasi transfer bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa maupun transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten maupun Pusat. dengan rincian sebagai berikut :

[image: image21.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5 TRANSFER

5.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 4,759,058,000.00                 4,705,889,000.00               98.88       4,186,605,200.00                12.40    

5.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 4,759,058,000.00                 4,705,889,000.00               98.88       4,186,605,200.00                12.40    

5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 3,628,529,000.00  3,826,231,000.00 

105.45    

3,373,007,000.00 

13.44    

5.4.01.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1,130,529,000.00  879,658,000.00 

77.81      

813,598,200.00 

8.12      

5.4 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 487,753,705,600.00              483,307,207,388.00            99.09       486,908,890,904.00             (0.74)     

5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota

150,000,000.00                    150,000,000.00                  100.00     -                                     -        

5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa 487,603,705,600.00  483,157,207,388.00 

99.09      

486,908,890,904.00 

(0.77)     

JUMLAH 492,512,763,600.00              488,013,096,388.00            99.09       491,095,496,104.00             (0.63)     


5.1.2.4.a
Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa – LRA

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa  periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.989.184.400,00 atau mencapai 54,95%  dari anggaran sebesar Rp9.079.300.399,00 atau mengalami kenaikan  sebesar 1,53.%  dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.705.889.000,00 yang terdiri dari:
a.
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.675.590.700.,00 atau mencapai 46,35% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.930.400.399,00 disebabkan realisasi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pengajuan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.826.231.000,00 atau  turun sebesar (3,94%) disebabkan karena realisasi pendapatan Pajak dan Bukan Pajak tahun anggaran 2023 mengalami peurunan sehingga realisasi bagi hasil nya menurun.

b.
Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.313.593.700,00 atau mencapai 114,33% dari anggaran sebesar Rp1.148.900.000,00. Pada tahun 2022 anggaran bagi hasil retribusi melekat pada bagi hasil pajak sedangkan pada tahun 2023 anggaran disesuaikan dengan peruntukannya sebagai retribusi.

5.1.2.4.b
 Transfer  Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik - LRA
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp490.471.664.805,00 atau mencapai 96,79% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp506.712.371.023,00 atau mengalami kenaiakn sebesar 1,48% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp483.307.207.388,00. 

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan untuk 258 desa di Kabupaten Ciamis. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp91.388.500.000.00 yaitu untuk Sarana dan Prasarana Desa, Realisasi Relanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yaitu Alokasi Dana Desa sebesar Rp266.526.909.000,00 sedangkan dan Rp132.556.551.803 untuk alokasi SilTap, tunjangan rutin, tunjangan BPB, insentif Babinsa dan  tunjangan kesejahteraan  guru TKA/TPA/DTA dan imam masjid.

[image: image22.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2022 

 REALISASI 2022  %  REALISASI 2021   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 484,072,560,586.00  483,307,207,388.00 

99.84

486,908,890,904.00 

(0.74)

5.4.02.02.Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 150,000,000.00  150,000,000.00 

100.00

-                                                 0.00

5.4.02.02.02.Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota

150,000,000.00  150,000,000.00 

100.00

-                                                 0.00

5.4.02.05.Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

483,922,560,586.00  483,157,207,388.00 

99.84

486,908,890,904.00             (0.77)

5.4.02.05.01.Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

404,865,820,679.00  404,201,262,438.00 

99.84

397,998,640,904.00 

1.56

5.4.02.05.02.Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

79,056,739,907.00  78,955,944,950.00 

99.87

88,910,250,000.00 

(11.20)


5.1.3 POS-POS PEMBIAYAAN - LRA
Realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp97.714.635.046,84 atau mencapai 33,82% dari anggaran sebesar Rp288.944.635.047,00 mengalami penuruna sebesar (61,58%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp254.351.997.270,14. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.783.803.46000 atau mencapai 97,72% dari anggaran sebesar Rp56.061.165.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (40,31%) dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp91.775.319.858,00. Sehingga terdapat realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp42.930.831.586,84 atau mencapai 18,43% dari anggaran sebesar Rp232.883.470.047,00 atau mengalami penurunan sebesar (73,59%) dibandingkan realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp162.576.677.412,14 dengan rincian sebagai berikut : 
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGEL0LAAN KEKAYAAN 

DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA

4.1.3.02.

Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah 

(deviden) atas penyertaaan Modal pada BUMD - LRA

4.1.3.02.01 Bank Jabar Banten - LRA

            3,845,363,323.00             3,845,363,323.00 

      100.00 

           3,645,279,378.00 

         5.49 

4.1.3.02.02 PD BPR/ BKPD/ LPK - LRA

               341,702,720.00                341,702,720.00 

      100.00 

              298,596,328.00 

       14.44 

JUMLAH             4,187,066,043.00             4,187,066,043.00       100.00            3,943,875,706.00          6.17 


5.1.3.1.a 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebesar Rp47.714.635.046,84 atau sebesar 100% dari angggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.714.635.046,84. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp45.499.419.291,14 mengalami kenaikan sebesar 4,87 disebabkan karena kurangnya tingkat penyerapan belanja .

5.1.3.1.b    Pinjaman Dalam Negeri  
Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2022 Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000.000,00 merupakan Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD terdiri dari :

· Pinjaman Jangka Pendek yaitu kepada Bank Bjb sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan surat nomor 002/DKM-KM1/SPPK/2023 serta surat Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah Pt Bank Pembanguan daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Ciamis dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 47 tanggal 30 Januari 2023. dan telah diselesaikan pembayaran pinjaman tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan  SP2D Nomor 931/005227/LS/2023 sebesar Rp25.0000.000.000.00 tanggal 31 Oktober 2023 dan nomor 931/006299/LS/2023 sebesar Rp25.0000.000.000.00 tanggal 18 Desember 2023.
5.1.3.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah- LRA

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.783.803.460,00 atau mencapai 97,72% dari anggaran sebesar Rp56.061.165.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (40,32%) dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp91.775.319.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  
Realisasi penyertaan modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.950.000.000,00 atau sebesar 79% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau turun sebesar (74,63%)  dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.569.868.200,00. Realisasi penyertaan modal dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.950.000.000,00 terdiri dari :
a. Realisasi penyertaan modal kepada PDAM Tirta Galuh Ciamis sebesar Rp3.000.000.00000 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 karena realisasi tersebut sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana hibah pusat sebesar Rp3.000.000.000,00 dan berdasar pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/kpts128-huk/2023  tgl 3 Pebruari 2023.
b. Realisasi Penyertaan modal BPR/BKPD Tahun 2023 sebesar Rp950.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000.,00. Penyertaan modal Perusaahan Umum Daerah Galuh perdanan Tahun 2023 sebesar Rp950.000.000,00 yaitu untuk BPR Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900/1.13.2/kpts.449-huk/tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023.   
5.1.3.2.b 
Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank 
Realisasi Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.833.803.460,00 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp51.061.165.000,00 atau turun sebesar (33,29%) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp76.205.451.658,00. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang tahun anggaran 2023 sebesar Rp50.833.803.460,00 yaitu :

a. Realisasi sebesar Rp489.639.336 untuk Pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp390.000.000,00 ke bank mandiri dan sebesar Rp99.595.336,00 ke bank Bjb sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor 581/kpts.297-huk/2021 dan Surat Keputusan Bupati nomor 581/kpts.14-huk/2015.
b. Realisasi sebesar Rp.50.130.000.000,00 untuk Pembayaran Cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek ke Bank BJB sebesar Rp50.000.000.000,00 serta Pembayaran kepada Notaris sebesar Rp125.000.000,00 dan Biaya Provisi Rp5.000.000,00.
c. Realisasi sebesar Rp214.164.124,00 untuk Biaya Notaris sebesar Rp200.778.866,00 dan Provisi sebesar Rp13.385.258 atas Pinjaman jangka menengah sebesar Rp133.852.517.979,00 yang direstrukturisasi pada tahun 2023 sesuai dengan surat pemberian restrukturisasi nomor 562/KOM-Km1/SPPK/2023 tanggal 21 November 2023.
5.1.3.3
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan - LRA

Dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.489.050.244,84. sedangkan SILPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84 sehingga terjadi penurunan sebesar (78,02%) dengan rincian berikut ini :
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

4.1.4.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - 

LRA

4.1.4.01. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA

657,659,100.00 

379,839,647.00 

        57.76 

366,386,850.00 

          3.67 

4.1.4.02

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak 

Dipisahkan

-

 - 

3,032,570,965.00 

             -   

4.1.4.03.

  Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 339,480,000.00 

528,180,040.00 

      155.59 

403,838,360.00 

        30.79 

4.1.4.04.

Hasil Kerja Sama Daerah 4,000,000,000.00 

5,075,032,486.00 

      126.88 

5,464,179,305.00 

             -   

4.1.4.05. Penerimaan Jasa Giro - LRA

3,401,444,000.00 

2,781,929,826.00 

        81.79 

2,190,981,895.00 

        26.97 

4.1.4.07. Pendapatan Bunga Deposito - LRA

3,850,000,000.00 

194,133,886.00 

          5.04 

196,808,630.00 

        (1.36)

4.1.4.08. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA

25,000,000.00 

13,681,578.00 

        54.73 

4,971,820.00 

      175.18 

4.1.4.11.

Pendapatan demda atas keterlambatan pelaksaan 

pekerjaan

163,277,151.00  -

             -   

-

#DIV/0!

4.1.4.12. Pendapatan Denda Pajak - LRA

68,326,595.00 

179,506,121.00 

      262.72 

83,704,257.00 

      114.45 

4.1.4.13. Pendapatan Dendaretribusi - LRA

10,520,000.00 

3,000,000.00 

        28.52 

3,000,000.00 

             -   

4.1.4.14. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan  - LRA

-

             -   

266,598,273.00 

    (100.00)

4.1.4.15. Pendapatan dari Pengembalian - LRA

5,014,767,163.00 

5,727,646,506.00 

      114.22 

2,168,489,685.00 

      164.13 

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LRA

93,000,000,000.00 

93,619,578,488.00 

      100.67 

137,576,896,815.00 

      (31.95)

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Kab. Ciamis - LRA

           71,368,936,168.00 

70,570,864,416.00 

        98.88 

            57,028,640,674.00 

        23.75 

4.1.4.19. Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir - LRA

32,591,367.00 

36,125,757.00 

      110.84 

11,434,644.00 

      215.93 

JUMLAH          181,932,001,544.00             179,109,518,751.00         98.45           208,798,502,173.00       (14.22)


Rincian LRA selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.1.

Tabel tersebut menunjukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.489.050.244,84 mengalami penurunan sebesar Rp37.225.584.802,00 dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84.

Rincian saldo lebih tahun 2023 sebesar Rp10.489.050.244,84  berdasarkan sumber penerimaannya diuraikan sebagai berikut:

a. Sisa Kas Daerah Rp3.974.832.978,84

b. Sisa Kas di BLUD RSUD Rp798.585.192,00

c. Sisa Kas di BLUD Puskesmas Rp5.535.292.473,00

d. Sisa Kas di BOS Rp165.339.359,00

e. Sisa DAK Non Fisik BOP Paud (BOS) Rp15.000.000,00
5.3Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
	
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)
	Kenaikan/Penurunan

(Rp.)
	%

	5.3.1.
	Pendapatan-LO
	2.240.682.758.910,54
	0.00
	0.00
	0.00

	5.3.1.1.
	Pendapatan dana Transfer-LO
	2.226.488.326.375,00
	0.00

	0.00
	0.00

	5.3.1.2.
	Pendapatan Pajak Daerah
	10.679.432.535,54
	0,00
	0.00
	0,00





Pendapatan LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, diperoleh sebagai imbalan atas sesuatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan maupun pada saat direalisasi tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)
	Kenaikan/Penurunan
(Rp.)

	Beban-LO
	287.852.664.392,30
	0,00
	0,00

	Beban Pegawai
	9.014.961.350,00
	0,00
	0,00

	Beban Barang dan Jasa
	47.880.006.615,00
	0,00
	0,00

	Beban Belanja Terduga 
	1.192.195.650,00
	0,00
	0,00

	Beban Transfer 
	229.765.500.777,00
	0,00
	0,00




Jumlah Beban Pegawai LO untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp 9.014.961.350,00. terdiri Beban gaji dan Tunjangan , Beban Tambahan Penghasilan PNS , Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 


Jumlah beban barang dan jasa periode Tahun 2023 sebesar Rp. 47.880.006.615. Terdiri dari Beban Bahan Habis Pakai , Beban Bahan/Material , Beban Jasa Kantor , Beban Premi Asuransi , Beban Perawatan Kendaraan Bermotor , Beban Cetak dan Penggandaan , Beban Sewa Rumah/Gedung , Beban Makanan dan Minuman, Beban Pakaian Kerja, Beban Perjalanan Dinas, Beban Kursus dan Pelatihan, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS, Beban Perawatan Bangunan Bukan Gedung, Beban Jasa Tenaga Ahli, Beban Uang Saku/Transfprt, Beban Program/Aplikasi, Beban Perlengkapan Komputer, Beban Perlengkapan Gedung Kantor, Beban Barang Untuk Hadiah, Beban Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor, Beban Perawatan Bangunan Gedung, Honorarium Pejabat Negara, Beban Penyisihan Piutang. 
5.4
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)

	5.4.1.
	Ekuitas Awal
	63.066.721.045.73
	165.614.696.336,71




Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp. 63.066.721.045,73 merupakan ekuitas akhir dari periode akuntansi 31 Desember 2022.
	
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)

	5.4.2.
	RKPPKD Uang
	(2.016.392.067.272,00)
	(2.011.643.014.982,00)




Nilai RK PPKD Uang untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 sebesar (Rp.2.016.392.067.272) yang berasal dari jumlah SP2D yang diterima dikurangi dengan CP yang disetor ke Kas Daerah dan dikurangi dengan pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah .
	
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)

	5.4.3.
	RKPPKD Barang
	(34.654.283.631,97)
	(682.039.586,54)


 
RK PPKD Barang Tahun 2022 sebesar Rp. (682.039.586,54) merupakan nilai mutasi aset masuk dan mutasi ke luar/ PPKD.
	
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)

	5.4.4.
	Surplus (Defisit) LO
	1.952.505.974.981,49
	1.912.470.475.693,38



Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk Tahun 2023 adalah Surplus sebesar Rp.1.952.505.974.981,49 Surplus (Defisit) LO merupakan selisih lebih antara pendapatan-lo sebesar Rp. 2.240.682.758.910,54. dikurangi beban-lo sebesar Rp.287.852.664.392,30
	
	Uraian
	Tahun 2023 (Rp.)
	Tahun 2022 (Rp.)

	5.4.5.
	Ekuitas Akhir
	23.788.031.248,09
	63.066.721.045,73





Nilai ekuitas akhir pada tanggal Tahun 2023 sebesar Rp. 23.788.031.248,09 merupakan selisih dari ekuitas awal sebesar Rp.63.066.721.045,73 ditambah RK PPKD Uang Rp.(2.016.392.067.272,00) ditambah RK PPKD Barang (Rp.34.654.283.631,97) ditambah Surplus-LO Rp.1.952.505.974.981,49. 
5.5
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

5.5.1
Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

5.5.2
Pengungkapan Lain-Lain
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 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

4.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA

4.2.01.01. Dana Perimbangan -                                 -                                    -                                       -              

4.2.01.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)     69,957,274,357.00        63,192,017,029.00        90.33           82,431,781,875.00  (23.34)        

4.2.01.01.01.0001.DBH Pajak Bumi dan Bangunan

3,847,643,041.00  5,764,800,454.00 

     149.83  9,038,349,951.00  (36.22)        

4.2.01.01.01.0002.DBH PPh Pasal 21

31,617,931,956.00  29,352,540,708.00 

       92.84  28,263,068,001.00  3.85            

4.2.01.01.01.0003.DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

3,456,209,179.00  2,529,306,956.00 

       73.18  2,709,401,623.00  (6.65)           

4.2.01.01.01.0004.DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

8,387,276,019.00  8,567,814,171.00 

     102.15  5,660,578,010.00  51.36          

4.2.01.01.01.0005.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi

7,992,452,132.00  5,704,836,977.00 

       71.38  6,284,526,109.00  (9.22)           

4.2.01.01.01.0006.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi

587,344,125.00  1,323,121,063.00 

     225.27  5,974,722,332.00  (77.85)        

4.2.01.01.01.0007.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi

12,004,977,707.00  6,336,529,811.00 

       52.78  20,613,333,652.00  (69.26)        

4.2.01.01.01.0009.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 

Batubara-Royalty

353,145,599.00  353,145,599.00 

     100.00  1,443,936,099.00  (75.54)        

4.2.01.01.01.0010.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH)

631,738,658.00  788,227,079.00 

     124.77  485,555,098.00  62.34          

4.2.01.01.01.0011.

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

- 1,000,000,000.00 

 -   -   - 

4.2.01.01.01.0013.DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

1,078,555,941.00  1,471,694,211.00 

     136.45  1,958,311,000.00  (24.85)        

Jumlah

69,957,274,357.00      63,192,017,029.00        90.33         82,431,781,875.00           (23.34)        


	BAB  VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN



6.1.Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor: 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Unsur Organisasi Pelaksana BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN Daerah
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD, membawahkan: 

1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan

3. Sub Bidang Data dan Informasi.

d. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahkan:

1. Sub Bidang Penagihan PDRD;

2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PDRD; dan

3. Sub Bidang Pelaporan dan Fasilitasi Pendapatan Daerah.

e. Bidang Anggaran, membawahkan: 

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Daerah; dan

3. Sub Bidang Evaluasi Penyusunan Anggaran.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: 

1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;

2. Sub Bidang Akuntansi Aset; dan

3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.

g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan: 

1. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik

Daerah;

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB):

1. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Ciamis;

2. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Panjalu;

3. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Kawali;

4. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Banjarsari;

5. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Rancah; dan

6. UPTB Pengelolaan Keuangan Wilayah Cihaurbeuti.

i.  Kelompok Jabatan Fungsional. 
6.3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan bulan Juni 2021 berjumlah 100 (seratus) orang, terdiri dari ASN Pria 64 (Enam empat) orang dan ASN Wanita 36 (tiga puluh enam) orang. Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja adalah :
1. Kepala Badan
:   1 orang 

2. Sekretariat
: 14 orang 

3. Bidang Anggaran 
:
8 orang 

4. Bidang Akuntansi & Pelaporan
:
8 orang 

5. Bidang Pengelolaan BMD
: 12 orang

6. Bidang Perbendaharaan
:   8 orang

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan, adalah :

· Golongan IV / c



:   1 orang

· Golongan IV / a



:   5 orang 

· Golongan III / d 


: 14 orang 

· Golongan III / c 



:
 2 orang

· Golongan III / b
:
 11 orang

· Golongan III / a
:
 9 orang

· Golongan II / d
:
 2 orang

· Golongan II / c
:   1 orang 

· Golongan II / b 


:
   5 orang 

· Golongan I / d

:
   1 orang
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4.2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

4.2.02. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA

4.2.02.01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 168,180,001,923.00     155,084,193,399.00     92.21       145,572,569,507.00     6.53       

4.2.02.01.0002 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA 30,177,612,872.00  28,583,837,130.00  94.72            27,859,051,590.00  2.60       

4.2.02.01.0002 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA 15,522,697,289.00  13,326,308,220.00  85.85            14,137,642,410.00  (5.74)      

4.2.02.01.0003 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 47,750,409,917.00  44,627,653,463.00  93.46            37,857,131,671.00  17.88     

4.2.02.01.0004 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Permukaan - LRA

69,606,750.00  64,812,600.00  93.11                   58,920,700.00  10.00     

4.2.02.01.0005 Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA 74,659,675,095.00  68,481,581,986.00  91.72            65,659,823,136.00  4.30       

4.2.2.02. Bantuan Keuangan - LRA 382,997,435,533.00     382,043,346,368.00     99.75       200,459,298,643.00     90.58     

4.2.2.02.01. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 382,997,435,533.00     382,043,346,368.00     99.75       200,459,298,643.00     90.58     

JUMLAH

551,177,437,456.00     537,127,539,767.00     97.45       346,031,868,150.00     55.22     


	BAB  VII

PENUTUP


Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dibaca dengan mudah dan dipahami oleh pengguna laporan juga oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

	
	
	Ciamis,     Pebruari 2023

	
	
	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN CIAMIS,



	
	
	ASEP DEDI HERDINA,SE
Pembina Utama Muda

NIP. 19650912 199301 1 001
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[image: image27.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.2.4. BANTUAN KEUANGAN - LRA

4.2.4.01. BANTUAN KEUANGAN DARI 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

LAINNYA - LRA

382,997,435,533.00    382,043,346,368.00      99.75  200,459,298,643.00     90.58   

4.2.4.01.02. Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah 

Provinsi Jawa Barat - LRA

   382,997,435,533.00    382,043,346,368.00   99.75     200,459,298,643.00  90.58   

JUMLAH    382,997,435,533.00    382,043,346,368.00 

  99.75 

    200,459,298,643.00 

90.58   

[image: image28.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-

LRA

4.3.01.

Pendapatan Hibah dari pemerintah 

pusat - LRA

  4,935,558,000.00   3,923,520,000.00 

79.49     

    25,363,070,730.00 

(84.53)     

4.3.03.

Lain lain Pendapatan Sesuai 

Ketentuan Per UU

JUMLAH 4,935,558,000.00   3,923,520,000.00   79.49      25,363,070,730.00      (84.53)     

[image: image29.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5. BELANJA

5.3. BELANJA TAK TERDUGA - LRA

5.3.1. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA 4,850,000,000.00 1,192,195,650.00           24.58      2,170,949,769.00         (45.08)        

5.3.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 4,850,000,000.00  1,192,195,650.00 

24.58     

2,170,949,769.00 

(45.08)        

JUMLAH 4,850,000,000.00 1,192,195,650.00           24.58      2,170,949,769.00         (45.08)        

[image: image30.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5 TRANSFER

5.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 9,079,300,399.00                 4,989,184,400.00               54.95       4,705,889,000.00                6.02      

5.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9,079,300,399.00                 4,989,184,400.00               54.95       4,705,889,000.00                6.02      

5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 7,930,400,399.00  3,675,590,700.00 

46.35      

3,826,231,000.00 

(3.94)     

5.4.01.02. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1,148,900,000.00  1,313,593,700.00 

114.33    

879,658,000.00 

49.33    

5.4 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 506,712,371,023.00              490,471,664,805.00            96.79       483,307,207,388.00             1.48      

5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota

150,000,000.00                   (100.00)  

5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa 506,712,371,023.00  490,471,664,805.00 

96.79      

483,157,207,388.00 

1.51      

JUMLAH 515,791,671,422.00              495,460,849,205.00            96.06       488,013,096,388.00             1.53      

[image: image31.emf]REK. URAIAN

 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

6PEMBIAYAAN

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 288,944,635,047.00       97,714,635,046.84        33.82 254,351,997,270.14      (61.58)

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya

47,714,635,047.00  47,714,635,046.84 

100.00

45,499,419,291.14 

4.87

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 241,230,000,000.00 

50,000,000,000.00 20.73 208,852,577,979.00 (76.06)

7.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 56,061,165,000.00 54,783,803,460.00 97.72 91,775,319,858.00 (40.31)

6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 5,000,000,000.00  3,950,000,000.00 

79.00

15,569,868,200.00 

(74.63)

6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 

Tempo

51,061,165,000.00  50,833,803,460.00 

99.55

76,205,451,658.00 

(33.29)

PEMBIAYAAN NETTO 232,883,470,047.00 42,930,831,586.84 18.43 162,576,677,412.14 (73.59)
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 ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

1 PENDAPATAN DAERAH - LRA

2,844,002,788,633.00  2,786,571,973,630.00 

97.98 2,683,885,961,352.70  3.83

2 BELANJA DAERAH - LRA

2,561,094,587,258.00  2,323,552,905,767.00 

90.72 2,310,734,907,330.00  0.55

3 TRANSFER - LRA

515,791,671,422.00  495,460,849,205.00 

96.06 488,013,096,388.00 1.53

SURPLUS/(DEFISIT) (232,883,470,047.00) (32,441,781,342.00) 13.93 (114,862,042,365.30) (71.76)

4 PEMBIAYAAN  NETO

232,883,470,047.00  42,930,831,586.84 

18.43 162,576,677,412.14 (73.59)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 10,489,050,244.84 47,714,635,046.84 (78.02)
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 ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 2023 

 REALISASI 2023  %  REALISASI 2022   % 

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) 

5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 506,712,371,023.00  490,471,664,805.00 

96.79

483,307,207,388.00 

1.48

5.4.02.02. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah 

Kabupaten/Kota

- -

150,000,000.00             (100.00)

5.4.02.02.02. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota

150,000,000.00 

(100.00)

5.4.02.05. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa

506,712,371,023.00  490,471,664,805.00 

96.79 483,157,207,388.00      1.51

5.4.02.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota kepada Desa

404,201,262,438.00 

(100.00)

5.4.02.05.02. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota kepada Desa

506,712,371,023.00 

490,471,664,805.00 

96.79

78,955,944,950.00 

521.20
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				4.2.		PENDAPATAN TRANSFER-LRA

				4.2.1.		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA

				4.2.01.01.		Dana Perimbangan		- 0		- 0				- 0		- 0

				4.2.01.01.01.		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		69,957,274,357.00		63,192,017,029.00		90.33		82,431,781,875.00		(23.34)

				4.2.01.01.01.0001.		DBH Pajak Bumi dan Bangunan		3,847,643,041.00		5,764,800,454.00		149.83		9,038,349,951.00		(36.22)

				4.2.01.01.01.0002.		DBH PPh Pasal 21		31,617,931,956.00		29,352,540,708.00		92.84		28,263,068,001.00		3.85

				4.2.01.01.01.0003.		DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		3,456,209,179.00		2,529,306,956.00		73.18		2,709,401,623.00		(6.65)

				4.2.01.01.01.0004.		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		8,387,276,019.00		8,567,814,171.00		102.15		5,660,578,010.00		51.36

				4.2.01.01.01.0005.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi		7,992,452,132.00		5,704,836,977.00		71.38		6,284,526,109.00		(9.22)

				4.2.01.01.01.0006.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi		587,344,125.00		1,323,121,063.00		225.27		5,974,722,332.00		(77.85)

				4.2.01.01.01.0007.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi		12,004,977,707.00		6,336,529,811.00		52.78		20,613,333,652.00		(69.26)

				4.2.01.01.01.0008.		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-landrent						- 0				- 0

				4.2.01.01.01.0009.		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		353,145,599.00		353,145,599.00		100.00		1,443,936,099.00		(75.54)

				4.2.01.01.01.0010.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		631,738,658.00		788,227,079.00		124.77		485,555,098.00		62.34

				4.2.01.01.01.0012.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

				4.2.01.01.01.0011.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)		-		1,000,000,000.00		-		-		-

				4.2.01.01.01.0013.		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan		1,078,555,941.00		1,471,694,211.00		136.45		1,958,311,000.00		(24.85)

						Jumlah		69,957,274,357.00		63,192,017,029.00		90.33		82,431,781,875.00		(23.34)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				5.		BELANJA

				5.3.		BELANJA TAK TERDUGA - LRA

				5.3.1.		BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA		4,850,000,000.00		1,192,195,650.00		24.58		2,170,949,769.00		(45.08)

				5.3.01.01.		BELANJA TIDAK TERDUGA		4,850,000,000.00		1,192,195,650.00		24.58		2,170,949,769.00		(45.08)

						JUMLAH		4,850,000,000.00		1,192,195,650.00		24.58		2,170,949,769.00		(45.08)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				5.4.02.		Belanja Bantuan Keuangan		506,712,371,023.00		490,471,664,805.00		96.79		483,307,207,388.00		1.48

				5.4.02.02.		Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-		-				150,000,000.00		(100.00)

				5.4.02.02.02.		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota								150,000,000.00		(100.00)

				5.4.02.05.		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		506,712,371,023.00		490,471,664,805.00		96.79		483,157,207,388.00		1.51

				5.4.02.05.02.		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		88,910,250,000.00		88,910,250,000.00		100.00				0.00

				5.4.02.05.01.		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa								404,201,262,438.00		(100.00)

				5.4.02.05.02.		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		506,712,371,023.00		490,471,664,805.00		96.79		78,955,944,950.00		521.20

						SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERJALAN		-		(29,467,908,890.00)		-		47,311,037,288.16		(162.29)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				6		PEMBIAYAAN

				6.1.		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		288,944,635,047.00		97,714,635,046.84		33.82		254,351,997,270.14		(61.58)

				6.1.01.		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		47,714,635,047.00		47,714,635,046.84		100.00		45,499,419,291.14		4.87

				7.1.2.		Pencairan Dana Cadangan						-				0.00

				6.1.04.		Penerimaan Pinjaman Daerah		241,230,000,000.00		50,000,000,000.00		20.73		208,852,577,979.00		(76.06)

				7.2.		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		56,061,165,000.00		54,783,803,460.00		97.72		91,775,319,858.00		(40.31)

				7.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan		-		-		-				0.00

				6.2.02.		Penyertaan Modal Daerah		5,000,000,000.00		3,950,000,000.00		79.00		15,569,868,200.00		(74.63)

				6.2.03.		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		51,061,165,000.00		50,833,803,460.00		99.55		76,205,451,658.00		(33.29)

				6.2.04.		Pembayaran Ganti Rugi  Pihak  Ketiga		-		-		-		-		0.00

				6.2.04.		Pembayaran Utang Pihak Ketiga		-		-		-		-		0.00

						PEMBIAYAAN NETTO		232,883,470,047.00		42,930,831,586.84		18.43		162,576,677,412.14		(73.59)

						SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERJALAN		-		13,462,922,696.84		-		47,311,037,288.16		(71.54)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				1		PENDAPATAN DAERAH - LRA		2,844,002,788,633.00		2,786,571,973,630.00		97.98		2,683,885,961,352.70		3.83

				2		BELANJA DAERAH - LRA		2,561,094,587,258.00		2,323,552,905,767.00		90.72		2,310,734,907,330.00		0.55

				3		TRANSFER - LRA		515,791,671,422.00		495,460,849,205.00		96.06		488,013,096,388.00		1.53

						SURPLUS/(DEFISIT)		(232,883,470,047.00)		(32,441,781,342.00)		13.93		(114,862,042,365.30)		(71.76)

				4		PEMBIAYAAN  NETO		232,883,470,047.00		42,930,831,586.84		18.43		162,576,677,412.14		(73.59)

						SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-		10,489,050,244.84				47,714,635,046.84		(78.02)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				5		TRANSFER

				5.1		TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		9,079,300,399.00		4,989,184,400.00		54.95		4,705,889,000.00		6.02

				5.1.1		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		9,079,300,399.00		4,989,184,400.00		54.95		4,705,889,000.00		6.02

				5.4.01.01.		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		7,930,400,399.00		3,675,590,700.00		46.35		3,826,231,000.00		(3.94)

				5.4.01.02.		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		1,148,900,000.00		1,313,593,700.00		114.33		879,658,000.00		49.33

				6.1.1.06.		Transfer Bagi Hasil PBB-P2 Kepada Pemerintah Daerah						- 0				- 0

				5.4		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		506,712,371,023.00		490,471,664,805.00		96.79		483,307,207,388.00		1.48

				5.4.02.02.		Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota								150,000,000.00		(100.00)

				5.4.02.05.		Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa		506,712,371,023.00		490,471,664,805.00		96.79		483,157,207,388.00		1.51

				6.2.3.		Transfer Bantuan Kepada Partai Politik		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				6.2.3.01.		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						JUMLAH		515,791,671,422.00		495,460,849,205.00		96.06		488,013,096,388.00		1.53
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				REK		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				4.1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

				4.1.3.		PENDAPATAN HASIL PENGEL0LAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA

				4.1.3.02.		Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaaan Modal pada BUMD - LRA

				4.1.3.01.01.		PDAM TIRTA GALUH -LRA		-		-		-		-		- 0

				4.1.3.02.01		Bank Jabar Banten - LRA		3,845,363,323.00		3,845,363,323.00		100.00		3,645,279,378.00		5.49

				4.1.3.02.02		PD BPR/ BKPD/ LPK - LRA		341,702,720.00		341,702,720.00		100.00		298,596,328.00		14.44

						JUMLAH		4,187,066,043.00		4,187,066,043.00		100.00		3,943,875,706.00		6.17
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				4.1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

				4.1.4.		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LRA

				4.1.4.01.		Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA		657,659,100.00		379,839,647.00		57.76		366,386,850.00		3.67

				4.1.4.02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-				-		3,032,570,965.00		- 0

				4.1.4.03.		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		339,480,000.00		528,180,040.00		155.59		403,838,360.00		30.79

				4.1.4.04.		Hasil Kerja Sama Daerah		4,000,000,000.00		5,075,032,486.00		126.88		5,464,179,305.00		- 0

				4.1.4.05.		Penerimaan Jasa Giro - LRA		3,401,444,000.00		2,781,929,826.00		81.79		2,190,981,895.00		26.97

				4.1.4.07.		Pendapatan Bunga Deposito - LRA		3,850,000,000.00		194,133,886.00		5.04		196,808,630.00		(1.36)

				4.1.4.08.		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		25,000,000.00		13,681,578.00		54.73		4,971,820.00		175.18

				4.1.4.11.		Pendapatan demda atas keterlambatan pelaksaan pekerjaan		163,277,151.00		-		- 0		-		- 0

				4.1.4.12.		Pendapatan Denda Pajak - LRA		68,326,595.00		179,506,121.00		262.72		83,704,257.00		114.45

				4.1.4.13.		Pendapatan Dendaretribusi - LRA		10,520,000.00		3,000,000.00		28.52		3,000,000.00		- 0

				4.1.4.14.		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan  - LRA		-				- 0		266,598,273.00		(100.00)

				4.1.4.15.		Pendapatan dari Pengembalian - LRA		5,014,767,163.00		5,727,646,506.00		114.22		2,168,489,685.00		164.13

				4.1.4.11.		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA						- 0				- 0

				4.1.4.16.		Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LRA		93,000,000,000.00		93,619,578,488.00		100.67		137,576,896,815.00		(31.95)

				4.1.4.16.		Pendapatan Pelayanan Kesehatan - LRA						- 0				- 0

				4.1.4.17.		Pendapatan dari Pihak Ketiga						- 0				- 0

				4.1.4.16.		Pendapatan BLUD Puskesmas Kab. Ciamis - LRA		71,368,936,168.00		70,570,864,416.00		98.88		57,028,640,674.00		23.75

				4.1.4.17.		Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD-BBKU - LRA						- 0				- 0

				4.1.4.18.		Pendapatan Piutang Eks Dakabalarea - LRA						- 0				- 0

				4.1.4.19.		Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir - LRA		32,591,367.00		36,125,757.00		110.84		11,434,644.00		215.93

						JUMLAH		181,932,001,544.00		179,109,518,751.00		98.45		208,798,502,173.00		(14.22)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				4.2.4.		BANTUAN KEUANGAN - LRA

				4.2.4.01.		BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA - LRA		382,997,435,533.00		382,043,346,368.00		99.75		200,459,298,643.00		90.58

				4.2.4.01.02.		Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat - LRA		382,997,435,533.00		382,043,346,368.00		99.75		200,459,298,643.00		90.58

						JUMLAH		382,997,435,533.00		382,043,346,368.00		99.75		200,459,298,643.00		90.58
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				4.3.		LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA

				4.3.01.		Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat - LRA		4,935,558,000.00		3,923,520,000.00		79.49		25,363,070,730.00		(84.53)

				4.3.03.		Lain lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Per UU

						JUMLAH		4,935,558,000.00		3,923,520,000.00		79.49		25,363,070,730.00		(84.53)
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		REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023		REALISASI 2023		%		REALISASI 2022		%

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

		4.2.		PENDAPATAN TRANSFER-LRA

		4.2.02.		PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA

		4.2.02.01.		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		168,180,001,923.00		155,084,193,399.00		92.21		145,572,569,507.00		6.53

		4.2.02.01.0002		Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA		30,177,612,872.00		28,583,837,130.00		94.72		27,859,051,590.00		2.60

		4.2.02.01.0002		Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA		15,522,697,289.00		13,326,308,220.00		85.85		14,137,642,410.00		(5.74)

		4.2.02.01.0003		Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA		47,750,409,917.00		44,627,653,463.00		93.46		37,857,131,671.00		17.88

		4.2.02.01.0004		Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA		69,606,750.00		64,812,600.00		93.11		58,920,700.00		10.00

		4.2.02.01.0005		Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA		74,659,675,095.00		68,481,581,986.00		91.72		65,659,823,136.00		4.30

		4.2.2.02.		Bantuan Keuangan - LRA		382,997,435,533.00		382,043,346,368.00		99.75		200,459,298,643.00		90.58

		4.2.2.02.01.		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		382,997,435,533.00		382,043,346,368.00		99.75		200,459,298,643.00		90.58

				JUMLAH		551,177,437,456.00		537,127,539,767.00		97.45		346,031,868,150.00		55.22
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022		REALISASI 2022		%		REALISASI 2021		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				5.		BELANJA

				5.3.		BELANJA TAK TERDUGA - LRA

				5.3.1.		BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA		2,812,989,269.00		2,170,949,769.00		77.18		144,336,454.00		1,404.09

				5.3.01.01.		BELANJA TIDAK TERDUGA		2,812,989,269.00		2,170,949,769.00		77.18		144,336,454.00		1,404.09

						JUMLAH		2,812,989,269.00		2,170,949,769.00		77.18		144,336,454.00		1,404.09
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022		REALISASI 2022		%		REALISASI 2021		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				5		TRANSFER

				5.1		TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		4,759,058,000.00		4,705,889,000.00		98.88		4,186,605,200.00		12.40

				5.1.1		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		4,759,058,000.00		4,705,889,000.00		98.88		4,186,605,200.00		12.40

				5.4.01.01.		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		3,628,529,000.00		3,826,231,000.00		105.45		3,373,007,000.00		13.44

				5.4.01.02.		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		1,130,529,000.00		879,658,000.00		77.81		813,598,200.00		8.12

				6.1.1.06.		Transfer Bagi Hasil PBB-P2 Kepada Pemerintah Daerah										-

				5.4		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		487,753,705,600.00		483,307,207,388.00		99.09		486,908,890,904.00		(0.74)

				5.4.02.02.		Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota		150,000,000.00		150,000,000.00		100.00		- 0		- 0

				5.4.02.05.		Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa		487,603,705,600.00		483,157,207,388.00		99.09		486,908,890,904.00		(0.77)

				6.2.3.		Transfer Bantuan Kepada Partai Politik		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				6.2.3.01.		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

						JUMLAH		492,512,763,600.00		488,013,096,388.00		99.09		491,095,496,104.00		(0.63)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022		REALISASI 2022		%		REALISASI 2021		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				5.4.02.		Belanja Bantuan Keuangan		484,072,560,586.00		483,307,207,388.00		99.84		486,908,890,904.00		(0.74)

				5.4.02.02.		Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000.00		150,000,000.00		100.00		-		0.00

				5.4.02.02.02.		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		150,000,000.00		150,000,000.00		100.00		-		0.00

				5.4.02.05.		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		483,922,560,586.00		483,157,207,388.00		99.84		486,908,890,904.00		(0.77)

				5.4.02.05.02.		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		88,910,250,000.00		88,910,250,000.00		100.00				0.00

				5.4.02.05.01.		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		404,865,820,679.00		404,201,262,438.00		99.84		397,998,640,904.00		1.56

				5.4.02.05.02.		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		79,056,739,907.00		78,955,944,950.00		99.87		88,910,250,000.00		(11.20)

						SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERJALAN		-		(29,467,908,890.00)		-		47,311,037,288.16		(162.29)
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				REK.		URAIAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022		REALISASI 2022		%		REALISASI 2021		%

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

				4.2.		PENDAPATAN TRANSFER-LRA		2,450,171,660,359.00		2,384,620,827,327.00		97.32		2,268,434,070,783.00		5.12

				4.2.01.		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA		2,099,164,751,084.00		2,038,588,959,177.00		97.11		1,930,829,550,008.00		5.58

				4.2.01.01		Dana Perimbangan		1,802,589,862,084.00		1,742,014,092,177.00		96.64		1,638,125,327,008.00		6.34

				4.2.01.01.01.		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		75,039,744,084.00		82,431,781,875.00		109.85		104,229,959,811.00		(20.91)

				4.2.01.01.02.		Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		1,099,393,370,000.00		1,093,603,612,431.00		99.47		1,099,393,370,000.00		(0.53)

				4.2.01.01.03.		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		176,784,714,000.00		171,261,068,311.00		96.88		106,912,492,776.00		60.19

				4.2.01.01.04.		Dana Alokasi Khusus (DAK)  Non Fisik- LRA		451,372,034,000.00		394,717,629,560.00		87.45		327,589,504,421.00		20.49

				4.2.02.		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA-LRA		296,574,889,000.00		296,574,867,000.00		100.00		292,704,223,000.00		1.32

				4.2.02.02.		Dana Intensif Daerah - LRA		26,072,601,000.00		26,072,601,000.00		100.00		29,260,265,000.00		(10.89)

				4.2.02.05.		Dana Desa - LRA		270,502,288,000.00		270,502,266,000.00		100.00		263,443,958,000.00		2.68

				4.2.03.		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-LRA		351,006,909,275.00		346,031,868,150.00		98.58		337,604,520,775.00		2.50

				4.2.03.01.		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		146,532,976,032.00		145,572,569,507.00		99.34		124,371,911,065.00		17.05

				4.2.3.02.		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				4.2.03.02.		Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Daerah Provinsi Lainnya - LRA		204,473,933,243.00		200,459,298,643.00		98.04		213,232,609,710.00		(5.99)

						JUMLAH		2,450,171,660,359.00		2,384,620,827,327.00		97.32		2,268,434,070,783.00		5.12






